
24| Jurnal Edisi Agustus 2013 

A. PENGAJUAN UJI MATERI TERHADAP UNDANG-

UNDANG PENANAMAN MODAL

Disebutkan oleh Leslie Zines, pengajuan suatu permohonan 

untuk uji materi merupakan salah satu hak yang diberikan 

oleh negara untuk melindungi hak azasi manusia didalam 

ŬŽŶƐƟƚƵƐŝ͘Sebelas Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu 

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM (PBHI), Serikat Tani 

Nasional (STN), Federasi Serikat Buruh Jabotabek (FSBJ), 

Aliansi Petani Indonesia (API), Yayasan Bina Desa Sadajiwa 

(YBDS), Perserikatan Solidaritas Perempuan (PSP), Federasi 

Serikat Petani Indonesia (FSPI), Yayasan Wahana Lingkungan 

PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA DALAM 

PELAKSANAAN FUNGSI UJI MATERI UNDANG-UNDANG 

NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN 

MODAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI 

Oleh: Eko Prilianto Sudradjat

(Bagian Kedua - selesai)

Hidup (Walhi), dan Asosiasi Pendamping Perempuan 

Usaha Kecil (ASPPUK), Suara Hak Asasi Manusia (SHMI) 

dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengajukan 

keberatan terhadap Undang-Undang Penanaman 

MŽĚĂů ǇĂŶŐ ŝŶƟ ĚĂƌŝ ŬĞďĞƌĂƚĂŶ ƚĞƌƐĞďƵƚ ĂĚĂůĂŚ 
muatan Undang-Undang Penanaman Modal dinilai 

sangat liberal. Penilaian atas hal tersebut didasarkan 

pada pemikiran bahwa Undang-Undang Penanaman 

MŽĚĂů ĐĞŶĚĞƌƵŶŐ ŵĞŶŐŐĂĚĂŝ ƚĂŶĂŚ ƵŶƚƵŬ ŬĞƉĞŶƟŶŐĂŶ 
investor semata, menyamaratakan perlakuan antara 

investor dalam negeri dan asing, bebas memindahkan 
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modalnya kapan saja, hingga impunitas bagi korporasi 

asing dari nasionalisasi. 

Dalam permohonannya, mereka meminta Mahkamah 

KŽŶƐƟƚƵƐŝ ŵĞŶŐƵũŝ ĚĞůĂƉĂŶ ƉĂƐĂů ĚĂůĂŵ UŶĚĂŶŐͲUŶĚĂŶŐ 
Penanaman Modal, yakni Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 

4 ayat (2),  Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 

ayat (1), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 22 agar dinyatakan 

ďĞƌƚĞŶƚĂŶŐĂŶ ĚĞŶŐĂŶ ŬŽŶƐƟƚƵƐŝ͘

Bilamana dilihat dari pokok tuntutan dari sebelas Lembaga 

Swadaya Masyarakat tersebut maka Undang-Undang 

Penanaman Modal melanggar demokrasi ekonomi yang 

diatur Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga 

Hak menguasai Negara (HMN) yang diberikan oleh 

pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 pada pemerintah 

menjadi melenceng dari tujuannya, yakni ‘sebesar-besar 

kemakmuran rakyat’. Dari kemakmuran rakyat ini, mereka 

mengkaitkan pula dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C 

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. 

Bilamana melihat dari dasar tuntutan tersebut di atas 

maka yang paling utama dalam tuntutan tersebut 

adalah hak penguasaan tanah bagi investor asing 

dimana pemberian Hak Guna Usaha selama jangka 

waktu 95 tahun. Pemahaman dari tuntutan Lembaga 

SǁĂĚĂǇĂ ŝŶŝ ďŝůĂ ĚŝůŝŚĂƚ ƉĂĚĂ ŝŶƟŶǇĂ ĂĚĂůĂŚ UŶĚĂŶŐͲ
Undang Penanaman Modal melanggar hak azasi manusia 

sebagaimana disebutkan didalam Undang-Undang Dasar 

1945. Indonesia sebagai negara hukum melalui fungsi dari 

MĂŚŬĂŵĂŚ KŽŶƐƟƚƵƐŝ ďĞƌĨƵŶŐƐŝ ƵŶƚƵŬ ŵĞůŝŶĚƵŶŐŝ ŚĂŬ 
azasi dari warga negaranya, hal mana disebutkan oleh 

Jorge Correa S, yang menyatakan:

ƚŚĞ ĚĞŵŽĐƌĂƟĐ ƉŽůŝƟĐĂů ĨŽƌĐĞƐ ŚĂĚ ƚŽ ŝŶĂƵŐƵƌĂƚĞ Ă ŶĞǁ 
ƉŽůŝƟĐĂů ƌŚĞƚŽƌŝĐ ƚŚĂƚ ǁĂƐ ŶŽƚ ĂƐ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƟŽŶĂů͘ AƐ Ă 

ƌĞƐƵůƚ͕ ƚŚĞ ŚƵŵĂŶ ƌŝŐŚƚƐ ŝƐƐƵĞ ǁĂƐ ƐƚƌŽŶŐůǇ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ĂƐ 
Ă ĚĞŵĂŶĚ ƚŽ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ ƉĂĐŝĮĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ĚĞƉŽůĂƌŝǌĂƟŽŶ 
ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ĂƐ Ă ĚĞŵĂŶĚ ĨŽƌ ƉƵŶŝƐŚŵĞŶƚ1

Hal tersebut di atas memberikan pemahaman dari sisi 

ƐĞũĂƌĂŚ ďĞƌĚŝƌŝŶǇĂ MĂŚŬĂŵĂŚ KŽŶƐƟƚƵƐŝ ĚŝĚĂƐĂƌŬĂŶ 
pada pemahaman yang sama, hal tersebut dapat dilihat 

dari perjalanan sejarah pembentukan Undang-Undang 

Dasar 1945, dimana setelah tahun 1998 dimulainya 

zaman reformasi dan zaman  ini diakibatkan oleh 

berbagai krisis yaitu:

1. Krisis ekonomi.2

Ϯ͘ KƌŝƐŝƐ PŽůŝƟŬ ĚŝƚĂŶĚĂŝ ĚĞŶŐĂŶ ĂĚĂŶǇĂ ŬƌŝƐŝƐ  
kepemimpinan.

ϯ͘ KƌŝƐŝƐ KŽŶƐƟƚƵƐŝ ĚŝƚĂŶĚĂŝ ĚĞŶŐĂŶ ŽƚŽƌŝƚĞƌŶǇĂ 
ŬĞƉĞŵŝŵƉŝŶĂŶ ŶĂƐŝŽŶĂů ĂƚĂƐ ĚĂƐĂƌ ŬŽŶƐƟƚƵƐŝ 
(ĞǆĞĐƵƟǀĞ ŚĞĂǀǇ).

Krisis-krisis tersebut melahirkan gerakan reformasi 

yang menginginkan suatu perubahan di Indonesia. 

Suatu jaman perubahan yang dinamakan reformasi, 

ŵĞŶĂŶĚĂŝ ďĞƌĂŬŚŝƌŶǇĂ ŽƌĚĞ ďĂƌƵ͕ ĚĞŶŐĂŶ ĚŝŐĂŶƟŬĂŶ 
oleh orde reformasi atau zaman reformasi3. Pada saat 

ŝƚƵ ƚĞƌũĂĚŝ ƉĞƌƵďĂŚĂŶ KŽŶƐƟƚƵƐŝ ǇĂŶŐ ƐĂŶŐĂƚ ĚŝŶĂŶƟŬĂŶ 
oleh masyarakat Indonesia.

1 JŽƌŐĞ CŽƌƌĞĂ S͕ DĞĂůŝŶŐ WŝƚŚ PĂƐƚ HƵŵĂŶ RŝŐŚƚƐ VŝŽůĂƟŽŶƐ͕ TŚĞ CŚŝůĞĂŶ 
CĂƐĞ AŌĞƌ DŝĐƚĂƌƐŚŝƉ ʹ NŽƚƌĞ DĂŵĞ LĂǁ RĞǀŝĞǁ͕ PŽůŝƟŬ ŚƵŬƵŵ ϯ͕ 
dikumpulkan oleh Satya Arinanto (SƚĂĨ PĞŶŐĂũĂƌ), Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 73 – 111.

2 Indonesia mengalami masa-masa sulit dimulai pada tahun 1997  

pada saat turunnya harga mata uang rupiah, hal ini tercermin dalam 

pemberitaan media massa pada tahun 1997 dan 1998

3 Sekretariat Jendral MPR RI, PƌŽƐĞƐ RĞĨŽƌŵĂƐŝ KŽŶƐƟƚƵƐŝŽŶĂů ͗ SŝĚĂŶŐ 
IƐƟŵĞǁĂ  MPR ϭϵϵϴ͕ Sekretariat Jendral, Cetakan 2, Jakarta, 2001, h.13-

23
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Berkembanglah setelah itu wacana mengenai masyarakat 

madani atau dikenal sebagi Đŝǀŝů ƐŽĐŝĞƚǇ. Menurut Alexis 

de Tocqueville memandang Đŝǀŝů ƐŽĐŝĞƚǇ sebagai wilayah 

ŽƚŽŶŽŵ ĚĂŶ ŵĞŵŝůŝŬŝ ĚŝŵĞŶƐŝ ƉŽůŝƟŬ ĚĂůĂŵ ĚŝƌŝŶǇĂ ƐĞŶĚŝƌŝ 
yang dipergunakan untuk menahan intervensi negara. 4

BĂŶǇĂŬ ŬƌŝƚĞƌŝĂ ƵŶƚƵŬ ĨŽƌŵĂƚ ŵĂƐǇĂƌĂŬĂƚ ŵĂĚĂŶŝ͕ ƐĞƉĞƌƟ 
ĂĚĂŶǇĂ ůĞŵďĂŐĂ ƉĞƌǁĂŬŝůĂŶ͘ DĞŵŽŬƌĂƟƐĂƐŝ͕ ƐƵƉƌĞŵĂƐŝ 
hukum, pengadilan yang bersih juga merupakan kriteria 

masyarakat madani.

Setelah tahun 1998 dimulai tuntutan-tuntutan akan 

perubahan mendasar di Republik Indonesia. Yang 

ƚĞƌƉĞŶƟŶŐ ĂĚĂůĂŚ ĚƵĂ ƚƵŶƚƵƚĂŶ ŵĂƐǇĂƌĂŬĂƚ ƉĂĚĂ ƐĂĂƚ ŝƚƵ 

adalah Supremasi Hukum dan Amandemen atau Perubahan 

Undang-Undang Dasar 1945.

BŝůĂŵĂŶĂ ĚŝůŝŚĂƚ ŵĂŬĂ ƉĞƌƵďĂŚĂŶ ŬŽŶƐƟƚƵƐŝ Ěŝ IŶĚŽŶĞƐŝĂ 
diakibatkan adanya pelanggaran dari hak azasi manusia, 

pada tahun-tahun sebelum 1998, terutama didalam 

bidang hukum. Hal tersebut merupakan dasar utama 

dari perubahan negara yang awalnya otoritarian menjadi 

negara demokrasi, yang memiliki supremasi hukum5.

Pembahasan tentang sejarah pembentukan dari Mahkamah 

KŽŶƐƟƚƵƐŝ Ěŝ ĂƚĂƐ ŵĞŵďĞƌŝŬĂŶ ŐĂŵďĂƌĂŶ ũĞůĂƐ ŬŽŵƉĞƚĞŶƐŝ 
MĂŚŬĂŵĂŚ KŽŶƐƟƚƵƐŝ ĚĂůĂŵ ŵĞŶĞƌŝŵĂ ĚĂŶ ŵĞŵƵƚƵƐ 
permohonan uji materi undang-undang. Fungsi uji materi 

MĂŚŬĂŵĂŚ KŽŶƐƟƚƵƐŝ Ěŝ IŶĚŽŶĞƐŝĂ ǇĂŶŐ ĚŝĚĂƐĂƌŬĂŶ ƉĂĚĂ 

4 Hikam, AS, DĞŵŽŬƌĂƐŝ ĚĂŶ Cŝǀŝů SŽĐŝĞƚǇ, LP3S, Jakarta, 1999, h.226

5 TŝŵŽƚŚǇ SĐƵůůǇ ĂŶĚ AůĞũĂŶĚƌŽ FĞƌƌĞŝƌŽ Y͕  CŚŝůĞ RĞĐŽǀĞƌ ŝƚƐ DĞŵŽĐƌĂƟĐ PĂƐƚ͕ 
PŽůŝƟŬ ŚƵŬƵŵ ϯ͕ ĚŝŬƵŵƉƵůŬĂŶ ŽůĞŚ SĂƚǇĂ AƌŝŶĂŶƚŽ ;SƚĂĨ PĞŶŐĂũĂƌ), Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 113 – 125.

Undang-undang Dasar 1945 dan kewenangan dari 

ůĞŵďĂŐĂ ůĞŐŝƐůĂƟĨ ŚĂƌƵƐ ĚŝŬĂŝƚŬĂŶ ĚĞŶŐĂŶ ŚĂů ŝŶŝ ĂĚĂůĂŚ 
merupakan fungsi kontrol, atas kewenangan pembentukan 

undang-undang dimana fungsi pembentukan undang-

ƵŶĚĂŶŐ ŚĂƌƵƐ ĚŝďĂƚĂƐŝ ƐĞŚŝŶŐŐĂ ƟĚĂŬ ŵĞůĂŶŐŐĂƌ ŚĂŬ ĂǌĂƐŝ 
manusia yang termaktub didalam Undang-Undang Dasar 

1945. Hal ini berkesusaian dengan konsep Common Law 

di Amerika Serikat dimana fungsi legislasi dari parlemen 

di batasi dengan adanya judicial review oleh lembaga 

pengadilan6.

Berbeda dengan keadaan di Cina dimana kewenangan yang 

diberikan untuk membentuk undang-undang diberikan 

oleh Kongres Nasional Rakyat Cina kepada Konsul Negara, 

dimana dalam hal Konsul Negara tersebut membentuk 

ƉĞƌĂƚƵƌĂŶ ǇĂŶŐ ƟĚĂŬ ƐĞƐƵĂŝ ĚĞŶŐĂŶ ŬŽŶƐƟƚƵƐŝ͕ ƉĞƌĂƚƵƌĂŶ 
tersebut dapat dibatalkan oleh Kongres Nasional Rakyat 

CŝŶĂ͘ SĞŚŝŶŐŐĂ Ěŝ CŝŶĂ ƟĚĂŬ ƐĞĐĂƌĂ ŬŚƵƐƵƐ ďĂĚĂŶ ŵĂŶĚŝƌŝ 
yang dapat melaksanakan Judicial Review7.

Pembentukan dari Undang-Undang Penanaman Modal 

pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban atas 

ŬĞďŝũĂŬĂŶ GĞŶĞƌĂů AŐƌĞĞŵĞŶƚ ŽŶ TƌĂĚĞ ĂŶĚ TĂƌŝī ;GATTͿ 
1994, yaitu untuk memberikan perlakuan yang sama 

terhadap pengusaha asing dalam proses penanaman 

modal. Permasalahan kemudian yang muncul perlakuan 

yang sama terhadap pengusaha asing dan pengusaha 

6 M͘P͘  JĂŝŶ͕ AĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ LĂǁ ŽĨ MĂůĂǇƐŝĂ ĂŶĚ SŝŶŐĂƉŽƌĞ͕ PŽůŝƟŬ ŚƵŬƵŵ 
3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (SƚĂĨ PĞŶŐĂũĂƌ), Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 19 – 55.

7 DƵ XŝĐŚƵĂŶ ĂŶĚ ZŚĂŶŐ LŝŶŐǇƵĂŶ͕ CŚŝŶĂ Ɛ͛ LĞŐĂů SǇƐƚĞŵ͗ A GĞŶĞƌĂů SƵƌǀĞǇ 
;BĞŝũŝŶŐ͗ NĞǁ WŽƌůĚ PƌĞƐƐ͕ ϭϵϵϬͿ͕ PŽůŝƟŬ ŚƵŬƵŵ ϯ͕ ĚŝŬƵŵƉƵůŬĂŶ ŽůĞŚ SĂƚǇĂ 
Arinanto (SƚĂĨ PĞŶŐĂũĂƌ), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 

2001. Bagian Keempat hal. 57 – 71.
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ŶĂƐŝŽŶĂů͕ ŵĞƌƵƉĂŬĂŶ ƉĞůĂŶŐŐĂƌĂŶ ĚĂƌŝ ŬŽŶƐƟƚƵƐŝ͕ ĚŝŵĂŶĂ 
kemampuan negara untuk melakukan subsidi kepada 

pengusaha nasional merupakan penggambaran dari 

kewajiban negara kepada pembangunan nasional, sehingga 

atas dasar tersebut selayaknya dalam pembentukan 

Undang-Undang Penanaman Modal harus juga melihat 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pembentukan 

undang-undang dibawahnya. Hal tersebut sebagaimana 

disebutkan oleh Peter M. Broody, bahwasannya negara 

memiliki hak untuk melakukan subsidi dengan pengaturan 

yang sama, dimana terdapat hak negara untuk melindungi 

kekayaan negara yang ada8 .

MĂŚŬĂŵĂŚ KŽŶƐƟƚƵƐŝ ƐĞůĂǇĂŬŶǇĂ ŵĞŵŝůŝŬŝ ĨƵŶŐƐŝ ŬŽŶƚƌŽů ĚĂƌŝ 
kewenangan badan pembentuk undang-undang dimana, 

ŬĞƟŬĂ ƵŶĚĂŶŐͲƵŶĚĂŶŐ ƚĞƌƐĞďƵƚ ƚĞƌůŝŚĂƚ ŵĞŶǇŝŵƉĂŶŐ ĚĂƌŝ 
ŬŽŶƐƟƚƵƐŝ͕ ǇĂŶŐ ƚĞůĂŚ ŵĞŶũĂŵŝŶ ŚĂŬ ĂǌĂƐŝ͕ ŵĂŬĂ ƐĞůĂǇĂŬŶǇĂ 
ĚŝďĞƌŝŬĂŶ ŬĞůĞůƵĂƐĂĂŶ ďĂŐŝ ƉŝŚĂŬ ǇĂŶŐ ďĞƌŬĞƉĞŶƟŶŐĂŶ 
untuk dapat mengajukan keberatan didalam terhadap 

undang-undang tersebut9.

Berdasarkan pemahaman di atas fungsi Mahkamah 

KŽŶƐƟƚƵƐŝ ĚĂůĂŵ ƉĞƌŵŽŚŽŶĂŶ Ƶũŝ ŵĂƚĞƌŝ ĂƚĂƐ UŶĚĂŶŐͲ
Undang Penanaman Modal adalah untuk mengetahui 

dengan jelas aturan penanaman modal yang terdapat 

didalamnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 

UŶĚĂŶŐͲUŶĚĂŶŐ DĂƐĂƌ ϭϵϰϱ ŵĞƌƵƉĂŬĂŶ ŬŽŶƐƟƚƵƐŝ ĚĂƌŝ 
negara Indonesia dimana merupakan dasar perlindungan 

hak azasi manusia. Dalam hal pemerintah bersama Dewan 

Perwakilan Rakyat sebagai lembaga-lembaga pembentuk 

peraturan selayaknya membatasi diri untuk melaksanakan 

kewenangannya, dimana pada akhirnya pembentuk 

ƉĞƌĂƚƵƌĂŶ ƚĞƌƐĞďƵƚ ƐĞĐĂƌĂ ƉƌĂŬƟƐ ĂŬĂŶ ŵĞůĂŶŐŐĂƌ ŚĂŬ ĂǌĂƐŝ 
dari warga negara.

8 Peter M. Broody, The First Amendment, Governmental Cencorship , and 

SƉŽŶƐŽƌĞĚ RĞƐĞĂƌĐŚ͕ TŚĞ JŽƵƌŶĂů ŽĨ CŽůůĞŐĞ ĂŶĚ UŶŝǀĞƌƐŝƚǇ LĂǁ͕ PŽůŝƟŬ 
hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (SƚĂĨ PĞŶŐĂũĂƌ), Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 127 – 143.

9 GĞŽīƌĞǇ LŝŶĚĞůů͕ ĞĚ͕͘ FƵƚƵƌĞ DŝƌĞĐƟŽŶƐ ŝŶ AƵƐƚƌĂůŝĂŶ CŽŶƐƟƚƵƟŽŶĂů LĂǁ 
;CĂŶďĞƌƌĂ͗ TŚĞ FĞĚĞƌĂƟŽŶ PƌĞƐƐ͕ ϭϵϵϰͿ͕ PŽůŝƟŬ ŚƵŬƵŵ ϯ͕ ĚŝŬƵŵƉƵůŬĂŶ ŽůĞŚ 
Satya Arinanto (SƚĂĨ PĞŶŐĂũĂƌ), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 

2001. Bagian Keempat hal. 146 – 191

B. KESIMPULAN

Pada masa reformasi Indonesia didera krisis ekonomi, 

ĚŝŵĂŶĂ ƉĂĚĂ ƐĂĂƚ ŝƚƵ IŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů MŽŶĞƚĂƌǇ FƵŶĚ͕ 
memberikan dana perbaikan bagi pembangunan 

ŬĞŵďĂůŝ ŶĞŐĂƌĂ IŶĚŽŶĞƐŝĂ͘ HĂů ƚĞƌƐĞďƵƚ ƟĚĂŬ 
ĚĂƚĂŶŐ ĚĞŶŐĂŶ ƐĞŬĞƟŬĂ ĂŬĂŶ ƚĞƚĂƉŝ ƚĞƌĚĂƉĂƚ 
ŬĞƉĞŶƟŶŐĂŶ ǇĂŶŐ ũƵŐĂ ŵĞŶũĂĚŝ ƉĞƌƐǇĂƌĂƚĂŶ͕ ǇĂŝƚƵ 
ƉĞƌƵďĂŚĂŶ ƉĞƌĂƚƵƌĂŶͲƉĞƌĂƚƵƌĂŶ ǇĂŶŐ ĚŝƌĂƐĂ ƟĚĂŬ 
mendukung perdagangan bebas, serta pemberian 

perlakuan yang sama bagi perusahaan asing yang 

masuk ke negara Indonesia. Hal ini telah terjadi 

di Afrika dimana pada saat itu dalam krisis yang 

berkepanjangan Afrika memerlukan bantuan dana 

yang sangat besar, berdasarkan atas hal tersebut 

maka IMF memberikan dana untuk dipergunakan 

ĚĞŶŐĂŶ ƐǇĂƌĂƚ ƉĞƌƵďĂŚĂŶ ƚĞƌŚĂĚĂƉ ŬŽŶƐƟƚƵƐŝ ǇĂŶŐ 
lebih melindungi hak azasi manusia10.

Tuntutan atas penerapan pasar bebas terhadap 

Indonesia merupakan suatu hal yang sangat berat 

mengingat hal tersebut memerlukan kemampuan 

yang sama dari negara Indonesia dengan negara 

ůĂŝŶ͕ ƉĂĚĂŚĂů ƐĂĂƚ ŝŶŝ IŶĚŽŶĞƐŝĂ ƟĚĂŬ ŵĞŵŝůŝŬŝ 
kesamaan kemampuan dengan negara-negara lain. 

Selayaknya pemerintah Indonesia dalam mencoba 

menerapkan hukum internasional dapat menilai 

terlebih dahulu kemampuan dari negara Indonesia, 

ƐĞŚŝŶŐŐĂ ŬĞĂĚĂĂŶ ŝĚĞĂů ǇĂŶŐ ĚŝƐĞďƵƚŬĂŶ ŽůĞŚ KŽĮ  
Annan, bahwa selayaknya hukum internasional 

dapat berjalan berdamping saling mendukung. 

Penerapan prinsip dalam GATT 1994 selayaknya 

harus dilakukan dengan penilaian yang lebih baik 

ƚĞƌŚĂĚĂƉ ŬĞĂĚĂĂŶ ĚĂƌŝ ŵĂƐǇĂƌĂŬĂƚ͕ ĚĂŶ ŬŽŶƐƟƚƵƐŝ11, 

ƐĞŚŝŶŐŐĂ ƉĞŶĞƌĂƉĂŶŶǇĂ ƟĚĂŬ ŵĞůĂŶŐŐĂƌ ĚĂƌŝ ŶŝůĂŝ 
dan hak dari masyarakat sebagaimana disebutkan 

didalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemahaman dalam sistem Common Law adalah 

hukum merupakan bentukan dari keputusan 

pengadilan dalam hal hakim adalah legislator, dimana 

keputusannya dapat dilawan karena mengandung 

ƉĞŶǇŝŵƉĂŶŐĂŶ ƚĞƌŚĂĚĂƉ ŬŽŶƐƟƚƵƐŝ ƐĞĐĂƌĂ 
langsung. Berbeda dengan keadaan di Indonesia, 

yang merupakan negara hukum dengan pemisahan 

kekuasaan dimana hakim hanya sebagai pelaksana 

dari hukum. Kaitannya dengan fungsi Mahkamah 

10 CůŝǀĞ NĂƉŝĞƌ͕  AĨƌŝĐĂ Ɛ͛ CŽŶƐƟƚƵƟŽŶĂů RĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͍͗ SƚŽĐŬƚĂŬŝŶŐ ŝŶ 
ƚŚĞ ϵϬ Ɛ͕͛ AĨƌŝĐĂ DŝĂůŽŐƵĞ ;MŽŶŽŐƌĂƉŚ SĞƌŝĞƐ NŽ͘ ϭ͕ ϮϬϬϬͿ͕ PŽůŝƟŬ 
hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (SƚĂĨ PĞŶŐĂũĂƌ), Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 

218 – 235.

11 KŽĮ A͘ AŶŶĂŶ͕ GůŽďĂů VĂůƵĞƐ͗ TŚĞ UŶŝƚĞĚ NĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ƚŚĞ RƵůĞƐ ŽĨ 
Law in the 21st CĞŶƚƵƌǇ ;SŝŶŐĂƉŽƌĞ͗ IŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ SŽƵƚŚ EĂƐƚ AƐŝĂŶ 
SƚƵĚŝĞƐ͕ ϮϬϬϬͿ͕ PŽůŝƟŬ ŚƵŬƵŵ ϯ͕ ĚŝŬƵŵƉƵůŬĂŶ ŽůĞŚ SĂƚǇĂ AƌŝŶĂŶƚŽ 
(SƚĂĨ PĞŶŐĂũĂƌ), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 

2001. Bagian Keempat hal. 239 – 274.
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KŽŶƐƟƚƵƐŝ ĂĚĂůĂŚ ƐƵĂƚƵ ƉĞƌĂƚƵƌĂŶ ǇĂŶŐ ƟĚĂŬ ďĞƌŬĞƐĞƐƵĂŝĂŶ 
ĚĞŶŐĂŶ ŬŽŶƐƟƚƵƐŝ ĚĂƉĂƚ ƐĞĐĂƌĂ ůĂŶŐƐƵŶŐ ĚŝŵŽŚŽŶŬĂŶ ƵŶƚƵŬ 
Ěŝ Ƶũŝ ŵĂƚĞƌŝ ǁĂůĂƵƉƵŶ ƵŶĚĂŶŐͲƵŶĚĂŶŐ ƚĞƌƐĞďƵƚ ƐĞĐĂƌĂ ƉƌĂŬƟƐ 
belum dilaksanakan, hal ini berbeda dengan di Amerika Serikat 

dimana keadaan yang menyimpang tersebut harus telah 

dilaksanakan dan mengakibatkan kerugian terlebih dahulu12. 

Dalam permohonan uji materi Undang-Undang Penanaman 

Modal kerugian belum terjadi tapi telah dimungkinkan dapat 

diajukan uji materi, sehingga terdapat konsep penghindaran 

sehingga akibat yang dianggap mungkin terjadi dapat dihindari. 

Masuknya konsep perlakuan yang sama dalam Undang-Undang 

Penanaman Modal memberikan kemungkinan adanya kerugian 

bagi ekonomi di Indonesia, dimana selayaknya perusahaan asing 

yang besar dengan keunggulan secara keuangan dan teknologi 

ƟĚĂŬ ĚĂƉĂƚ ĚŝƉĞƌůĂŬƵŬĂŶ ƐĂŵĂ ŬĂƌĞŶĂ ĚĞŶŐĂŶ ƉĞƌůĂŬƵĂŶ ƐĂŵĂ 
tersebut, maka akan memberikan kesempatan yang kecil bagi 

pengusaha nasional bersaing.

Dari pembahasan di atas dapat di ambil kesimpulan tentang 

keberlakuan hukum dan pembatasannya oleh Mahkamah 

KŽŶƐƟƚƵƐŝ͘ SĞůĂǇĂŬŶǇĂ ƐƵĂƚƵ ŚƵŬƵŵ ǇĂŶŐ ĂŬĂŶ ĚŝďĞƌůĂŬƵŬĂŶ 
ŚĂƌƵƐ ƐĞƐƵĂŝ ĚĞŶŐĂŶ ŬŽŶƐƟƚƵƐŝ͕ ǇĂŶŐ ŵĂŶĂ ĚŝĚĂůĂŵŶǇĂ 
terkandung hak azasi manusia, dan nilai yang diagungkan oleh 

warga masyarakat Indonesia13. Sehingga suatu hukum dapat 

ĚŝůĂŬƐĂŶĂŬĂŶ ĚĂŶ ƟĚĂŬ ĚĂƉĂƚ ŬĞďĞƌĂƚĂŶ ĚĂƌŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵͲŝŶĚŝǀŝĚƵ 

12 Richard A. Posner, the Problem of Jurisprudence (Cambridge: Harvard University 

PƌĞƐƐ͕ ϭϵϵϬͿ͕ PŽůŝƟŬ ŚƵŬƵŵ ϯ͕ ĚŝŬƵŵƉƵůŬĂŶ ŽůĞŚ SĂƚǇĂ AƌŝŶĂŶƚŽ ;SƚĂĨ PĞŶŐĂũĂƌ), 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 276 – 290.

13 Stewart Macaulay, Lawrence M. Friedmann, John Stookey, eds. Law & Society: 

Readings on the Social Study of Law (New York: W.W. Norton & Company, 1995), 

PŽůŝƟŬ ŚƵŬƵŵ ϯ͕ ĚŝŬƵŵƉƵůŬĂŶ ŽůĞŚ SĂƚǇĂ AƌŝŶĂŶƚŽ ;SƚĂĨ PĞŶŐĂũĂƌ), Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 340 – 352

yang melaksanakan. Undang-Undang Agraria, 

menentukan hukum tanah yang berlaku diserap 

dari hukum adat, yang mana untuk memberi 

jaminan keberlakuan didalam masyarakat. 

Kemudian didalam Undang-Undang Dasar 1945 

ũƵŐĂ ŵĞŵĂƐƟŬĂŶ ĂĚĂŶǇĂ ƉĞƌůŝŶĚƵŶŐĂŶ ƚĞƌŚĂĚĂƉ 
hak azasi dalam ekonomi. Undang-Undang 

Penanaman Modal selayaknya juga harus menelaah 

hal tersebut karena pengakuan atas suatu undang-

undang dilihat dari bagaimana masyarakat merasa 

terlindungi oleh hukum tersebut, bukan kepatuhan 

terhadap hukum internasional.

MĂŚŬĂŵĂŚ KŽŶƐƟƚƵƐŝ ƐĞůĂǇĂŬŶǇĂ ĚĂůĂŵ ŚĂů 
ini dapat menentukan secara jelas tentang 

pelanggaran yang terjadi dalam suatu undang-

undang yang dibentuk oleh lembaga pembentuk 

undang-undang karena selayaknya Mahkamah 

KŽŶƐƟƚƵƐŝ ďĞƌƉĞƌĂŶ ƵŶƚƵŬ ŵĞŵďĞƌŝŬĂŶ ĚĂǇĂ 
kontrol, sehingga seharusnya dapat bersikap 

ŵĂŶĚŝƌŝ ĚĂŶ ŵĞŵďĞƌŝŬĂŶ ƉĞŶĂĨƐŝƌĂŶ ŬŽŶƐƟƚƵƐŝ 
ƟĚĂŬ ŚĂŶǇĂ ĚĂƌŝ UŶĚĂŶŐͲUŶĚĂŶŐ DĂƐĂƌ ϭϵϰϱ ƚĂƉŝ 
juga terhadap hukum adat yang berlaku sebagai 

sumber hukum. 
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DĂůĂŵ ŚƵŬƵŵ ƉĞƌũĂŶũŝĂŶ͕ ŝƐƟůĂŚ KůĂƵƐƵůĂ BĂŬƵ ĚŝƐĞďƵƚ 
juga: “Klausula Eksonerasi”. Dimana dalam UU  No. 8 

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan 

ďĂŚǁĂ ǇĂŶŐ ĚŝŵĂŬƐƵĚ ĚĞŶŐĂŶ ŬůĂƵƐĂ ďĂŬƵ ĂĚĂůĂŚ ƐĞƟĂƉ 
aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah 

dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak 

oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen 

dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh 

konsumen.

KůĂƐƵůĂ ďĂŬƵ ŝŶŝ ďĂŶǇĂŬ ĚŝŐƵŶĂŬĂŶ ĚĂůĂŵ ƐĞƟĂƉ ƉĞƌũĂŶũŝĂŶ 
yang bersifat sepihak, dan dalam bahasa umum sering 

disebut sebagai: “disclamer”, yang bertujuan untuk 

melindungi pihak yang memberikan suatu jasa tertentu. 

SĞƉĞƌƟ ũĂƐĂ ƉĞŶũƵĂůĂŶ ƉĂĚĂ ƐƵƉĞƌŵĂƌŬĞƚͬŵĂůů͕ ďĂŶŬ͕ ũĂƐĂ 
angkutan (kereta api, pesawat terbang, kapal laut), jasa 

delivery dan lain sebagainya

contoh Klausa Baku?

a) Formulir pembayaran tagihan bank dalam salah 

satu syarat yang harus dipenuhi atau disetujui oleh 

nasabahnya menyatakan bahwa:

 ͞ BĂŶŬ ƟĚĂŬ ďĞƌƚĂŶŐŐƵŶŐ ũĂǁĂď ĂƚĂƐ ŬĞůĂůĂŝĂŶ ĂƚĂƵ 
ŬĞĂůƉĂĂŶ͕ ƟŶĚĂŬĂŶ ĂƚĂƵ ŬĞƚĞůĞĚŽƌĂŶ ĚĂƌŝ BĂŶŬ ƐĞŶĚŝƌŝ 
atau pegawainya atau koresponden, sub agen lainnya, 

atau pegawai mereka”

b) Kuitansi atau/faktur pembelian barang, yang 

menyatakan :

 ͞BĂƌĂŶŐ ǇĂŶŐ ƐƵĚĂŚ ĚŝďĞůŝ ƟĚĂŬ ĚĂƉĂƚ ĚŝƚƵŬĂƌ ĂƚĂƵ 
dikembalikan” ;

KLAUSULA BAKU TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN
PĞŶƵůŝƐ ͗ KĂƌƟŬĂ PƵƐƉŝƚĂƐĂƌŝ

 ͞BĂƌĂŶŐ ƟĚĂŬ ĚŝĂŵďŝů ĚĂůĂŵ ǁĂŬƚƵ Ϯ ŵŝŶŐŐƵ 
dalam nota penjualan kami batalkan”

 ketentuan klausa baku menurut UU Perlindungan 

Konsumen?

Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa Klausula 

Baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau 

perjanjian dilarang bagi pelaku usaha, apabila :

1. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku 

usaha;

2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 

penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 

penyerahan uang yang dibayarkan atas barang 

atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen 

kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun 

ƟĚĂŬ ůĂŶŐƐƵŶŐ ƵŶƚƵŬ ŵĞůĂŬƵŬĂŶ ƐĞŐĂůĂ ƟŶĚĂŬĂŶ 
sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli 

secara angsuran;

ϱ͘ MĞŶŐĂƚƵƌ ƉĞƌŝŚĂů ƉĞŵďƵŬƟĂŶ ĂƚĂƐ ŚŝůĂŶŐŶǇĂ 
kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang 

dibeli konsumen

6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk 

mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta 

kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli 

jasa;
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7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan 

yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan/ 

atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak 

oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan 
jasa yang dibelinya;

8. Menyatakan bahwa  Konsumen memberi kuasa kepada 
pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak 
gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh 
konsumen secara angsuran;

9. Bagaimana dengan hak konsumen terhadap hal ini?

Menurut pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, hak konsumen 
adalah:

a) Berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 
dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta 
mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai 
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan;

c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

d) Hak untuk untuk didengar pendapat dan keluhannya 
atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan 
upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen 

secara patut;

f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan 

konsumen;

g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara 

ďĞŶĂƌ ĚĂŶ ũƵũƵƌ ƐĞƌƚĂ ƟĚĂŬ ĚŝƐŬƌŝŵŝŶĂƟĨ͖

ŚͿ HĂŬ ƵŶƚƵŬ ŵĞŶĚĂƉĂƚŬĂŶ ŬŽŵƉĞŶƐĂƐŝ͕ ŐĂŶƟ ƌƵŐŝ 
ĚĂŶͬĂƚĂƵ ƉĞŶŐŐĂŶƟĂŶ͕ ĂƉĂďŝůĂ ďĂƌĂŶŐ ĚĂŶͬĂƚĂƵ 
ũĂƐĂ ǇĂŶŐ ĚŝƚĞƌŝŵĂ ƟĚĂŬ ƐĞƐƵĂŝ ĚĞŶŐĂŶ ƉĞƌũĂŶũŝĂŶ 
ĂƚĂƵ ƟĚĂŬ ƐĞďĂŐĂŝŵĂŶĂ ŵĞƐƟŶǇĂ͘

Referensi:

UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen


